
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SEI,ATAN

PERATI'RAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NoMoR 6 TAHUN 2ol5
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak
restoran sesuai dengar potensi objek pajak terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, serta guna
penyesuaian nilai penjualan wajib pajel< restoran dengan
penetapan pajak restoran, Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 6 Talun 2010 tentarg Pajak
Restoran, perlu diubah;

b. baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubalan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Taiun 2010 tentang
Pajak Restoran;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (kmbaran Negaia Republik lndonesia
Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4191);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lfmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambalan kmbaran Nega-ra Repubtik Indonesia Nomor
4 27O)..

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintal Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
tndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daeral dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20Oq Nomor 13O, Tambahan
l,embararl Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 20il
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Of4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unda-ng-
Undang Nomor 9 Taiun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
l,emba-ran Negara Republik lndonesia Nomor .+578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah {kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai
sebagaimana telah diuba_h beberapa kali teral<hir denga-n
Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 21 Tanun 201 i;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembamn Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OlO Nomor 6, Tambaharl
L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersana
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN.





Pasa.l I

Ketentuan Pasa.l 2 ayat (4) dalam Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 29) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Atas setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran
dipungut pajak dengan nama pajak restoran.

(2) Objek pajak restoran adalah pelayarla.rl yang disediakan oleh restoran.

(3) Pelayanan yarg disediakan restoran sebagaimara dimaksud pada ayat
(l) meliputi pelayanan penjua.lan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun
ditempat lain.

{4) Tidak termasuk objek paja-k restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(t) adalah pelayanar yang disedialan oleh restoran yalg nilai
penjualannya tidak melebihi Rp3.0OO.OOO,0O (tiga juta rupia-h) per bulan.

Pasal II

Peraturan Daeral ini mulai berlalu pada tanggal diundangkar.
Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangal Peraturan
Daerah ini dengaJl penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur,

Ditetapkan di Malili
a tanggal 20 SepteDber 2015

PJ.B TI LUWU TIMUR,

YASIN LIMPO

Diundangkan di Ma-1ili
pada tanggal 20 SePEember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 20 I5 NOMOR: 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: ( 6 / 2ot5 )
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

UMUM
Da.lam rangka penyelenggaraan pemerintalan Negara Kesatuan
Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten
Luwu Timur mempunyai hak dan kewajibar mengatur dal mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat.
Untuk menyelangga.rakan pemerintaian tersebut, Pemerintai
Kabupaten Luwu Timur berhak mengenatan pungutan kepada
masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945 yang menempatkar perpajakan sebagai salah
satu perwujudan kenega,raan, ditegaskan bahwa penempatan beban
kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat
memal<sa diatur dengaa Undang-Undang. Dengan demikian,
pemungutan Paja} restoran didasarkan pada Undang-Undang.
Hasil penerimaan pajak restoran diakui belum memadai dan memiliki
peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur. Sebagian besar pengeluaran APBD
dibiayai dana alokasi dad pusat. Dalarn banyak hal, dana alokasi da-ri
pusat tidal< sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh
kebutuhan pengeluaran daerah.
Untuk meningkatkar akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
pemerintah daerah diberi kewenaigan yang lebih besar dalam
perpajakan, Perpajakan tersebut dilakukan dengal memperluas basis
pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daeral da_lam
penetapan tadf. Pertuasan basis tersebut dilakukan dengan prinsip
pajak yang baik.
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II.

AI IIIER{R

PASAL DEMI PASAL
Pasa] 2

Ayat (r)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur tentang batasan besaran nilaipenjualan wajib pajak restoran yang dapat dilakukan
pemungutan dengan nama pajak restoran.
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T.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 95
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